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BAB VI 

SARAN 

Saran yang dapat diberikan setelah dilakukannya Praktek Kerja 

Profesi Apoteker pada Apotek Kimia Farma 603 Gedangan, 

antaralain:  

1. Mahasiswa PKPA perlu meningkatkan pengetahuan 

kefarmasian, kepercayaan diri dan pembelajaran komunikasi 

efektif yang diperlukan dalam kegiatan PKPA. 

2. Penataan gudang obat yang perlu diperbaiki dalam kemudahan 

penjangkauan barang (obat). 

3. Peningkatan kegiatan farmasi klinis seperti konseling, 

pendokumentasian Patient Medication Record, Pemantauan 

Terapi Obat (PTO) dan Home Pharmacy Care sekurang-

kurangnya 1 bulan sekali. 

4. Memperbaiki saluran air pada Apotek Kimia Farma 603 dalam 

peningkatan pelayanan kefarmasian (pembersihan tablet 

crusher), kenyamanan petugas (Apoteker, Aping, AA) dan 

pasien. 

5. Penandaan pada rak penyimpanan obat yang perlu diperbaiki 

dan memperhatikan penandaan seperti LASA dan high alert. 

6. Penggantian rak penyimpanan obat suhu 2-8oC, terkait 

kurangnya kapasitas ruang penyimpanan. 
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